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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewenangan Indonesia dalam 

penanganan pengungsi di wilayah Indonesia sangatlah kecil karena Indonesia 

belum dapat menentukan status pengungsi dan harus menunggu keputusan 

dari UNHCR yang memakan waktu tergolong lama dikarenakan Indonesia 

belum mengaksesi Konvensi dan Protokol tentang pengungsi. 

Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur pengungsi di Indonesia 

juga belum secara efisien memberikan perlindungan dan jaminan terhadap 

pengungsi di Indonesia Satu-satunya Undang-Undang yang menyingggung 

penanganan pengungsi asing dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk 

mengatur kemudian lewat Peraturan Presiden. Baru di tahun 2016 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016 tentang 

penanganan pengungsi dari luar negeri 

Penanganan pengungsi di Indonesia di masa pandemic COVID-19 

masih mengalami kendala terlebih khusus dalam pemberian informasi tentang 

pandemic COVID-19 di Indonesia ,informasi yang disediakan hanya tersedia 

dalam Bahasa Indonesia yang sebagian besar tidak dimengerti oleh pengungsi 
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asing ,dan penanganan kesehatan pada masa pandemi di Indonesia untuk para 

pengungsi juga belum memadai. 

Belum maksimalnya penanganan pengungsi di Indonesia ini 

berhubungan erat dengan belum di aksesinya Konvensi Janewa 1951 dan 

Protokol New York 1967 tentang pengungsi yang berdampak pada kurangnya 

mobilitas Indonesia dalam penanganan pengungsi di masa Pandemi COVID-

19. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Indonesia dapat mempertimbangkan lagi untuk mengaksesi 

Konvensi Janewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang 

pengungsi karena Konvensi dan Protokol tentang pengungsi 

merupakan hukum pengungsi modern dan mencerminkan 

bahwa Indonesia peduli dengan masyarakat internasional. 

2. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih sigap dalam menangani 

pengungsi di masa pandemi terutama dalam hal kesehatan 

pengungsi karena selama pandemi COVID-19 pengungsi di 

Indonesia masih sangat susah dalam mendapatkan akses 

kesehatan yang layak dan tempat isolasi yang layak 

3. Dalam penyediaan informasi tentang pandemic ,pemerintah 

seharusnya harus menyediakan informasi dalam beragam 
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Bahasa pada website resmi tentang pandemi dikarenakan 

banyak pengungsi di Indonesia yang tidak mengerti Bahasa 

Indonesia  
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